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     BAB III 

             PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dilakukan pada bab II maka dapatkan  

diambil sebagai berikut:  

1. Telah terjadi diskriminasi HAM terhadap hak bekerja bagi mantan warga binaan 

pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil  terbuktiPasal 6 huruf c 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  

yang menyebutkan bahwa “tidak pernah dihukum penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap “.  

2.  Telah terjadi pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 

Tentang  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  dengan Undang – Undang Dasar 1945 

dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 A ayat (1) 

Undang – Undang Dasar 1945, dan adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Pasal 6 

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang  Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil dengan  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
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 Adanya pertentangan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 

Tentang  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menimbulkan dampak ketidak passtian 

hukum bagi mantan warga binaan pemasyarakatan menjadi calon pegawai negeri 

sipil.  

 

B. Saran 

1. Perlu adanya revisi terhadap isi Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 

Tentang  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  karena Pasal 6 huruf c Pasal 6 huruf c 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

2.Perlu adanya penyampaian informasi kepada mantan warga binaan pemasyarakatan 

terkait adanya pelatihan kerja yang disenggarakan oleh Dinas Sosial Yogyakarta 

untuk mantan warga binaan pemasyarakatan agar mantan warga binaan 

pemasyarakatan dapat kembali siap bekerja ditengah – tengah masyarakat 

layaknya masyarakat pada umumnya.  
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